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Nomor :  672/DJA/HM3.1.3/III/2024                                            27 Maret 2024 
Sifat : Segera  
Lampiran :  1 (Satu) Lembar 
Perihal : Diskusi dan Usulan Rumusan Permasalahan  
  Administrasi Peradilan Agama sebagai  
  Bahan Rapat Koordinasi Tahun 2024 
 
Yth.  Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding 
 di Lingkungan Peradilan Agama 
di –  
 Tempat. 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan agama, perlu adanya kesamaan 
persepsi dan pandangan untuk melaksanakan tugas pokok, menindaklanjuti berbagai 
kebijakan, menyiapkan langkah strategis mewujudkan program prioritas dan mengatasi 
berbagai permasalahan serta hambatan yang ada, Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Agama akan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Kamar Agama 
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan 
Peradilan Agama pada tanggal 23 s.d. 25 April 2024 bertempat di Hotel Mercure Ancol, 
Jakarta. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Pengadilan Tingkat Banding di 
Lingkungan Peradilan Agama mendiskusikan dan mengusulkan rumusan permasalahan 
administrasi peradilan agama sebagai berikut: 
1. Biaya sumpah saksi (dasar hukum, urgensi, administrasi pengelolaannya); 
2. Biaya materai pada perkara prodeo (prodeo yang dibebankan dari DIPA 04 dan 

Prodeo Murni); 
3. Problematika pemanggilan melalui surat tercatat; 
4. Revisi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 

tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah 
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 

Hasil diskusi dan usulan rumusan tersebut disampaikan sebagaimana format 
terlampir dalam bentuk file Microsoft Word dan Portable Document Form (PDF) yang 
telah dibubuhkan tanda tangan dan pengesahan, diunggah (upload) pada link google 
form: https://bit.ly/Bahan_Rakornas_Badilag_2024 paling lambat hari Jumat          
tanggal 5 April 2024. 

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

Direktur Jenderal, 
 

 
 
 

Tembusan: 
1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI; 
2. Y.M. Plt. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial; 
3. Y.M. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI; 
4. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI; 
5. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI. 

http://www.badilag.mahkamahagung.go.id/
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 Lampiran 
 Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Nomor : 672/DJA/HM3.1.3/III/2024 
Tanggal : 27 Maret 2024 

 
 

Diskusi dan Usulan Rumusan Permasalahan Administrasi Peradilan Agama 
Wilayah Pengadilan Tinggi Agama…………………………. 

 
 

1. Biaya Sumpah Saksi 

No Latar 
Belakang 

Dasar 
Hukum 

Disparitas 
Implementasi 

Implikasi 
Yuridis 

Rekomendasi 

1 2 3 4 5 6 

  
 
 

    

 

2. Biaya materai pada perkara prodeo (prodeo yang dibebankan dari DIPA 04 dan 
Prodeo Murni) 

No Dasar Hukum Permasalahan Usulan Solusi 

1 2 3 4 

  
 
 

  

 

3. Problematika pemanggilan melalui surat tercatat 

No Dasar Hukum Permasalahan Usulan Solusi 

1 2 3 4 

  
 
 

  

 

4. Revisi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 

No Dasar Hukum Permasalahan Usulan Solusi 

1 2 3 4 

  
 
 

  

 
  
 …………………………….., ……………………… 

 Ketua Pengadilan Tinggi Agama………………… 

 

  

 

 ……………………………………………………… 
 
 
 

 


		2024-03-27T11:19:08+0700
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik


		2024-03-27T11:22:27+0700
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik


		2024-03-27T11:35:02+0700
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik




